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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

bahwa untuk mengoptimalisasikan tata kelola dokumen
dan informasi hukum, perlu meningkatkan kualitas
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang secara
lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat;

bahwa dalam rangka pengelolaan tersebut, diperlukan
penetapan Pengelola Website dan Media Sosial Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Pengelola  Website dan Media Sosial Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor
531);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 799);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022  tentang  Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG.

Menetapkan Pengelola Website dan Media Sosial Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas dan tanggung jawab Pengelola Website dan Media Sosial

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA adalah:

a. Melakukan pengunggéhan data hukum ke dalam website
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang secara terstruktur;

b. Menyediakan dan menyebarluaskan dokumentasi dan
informasi hukum kepada publik melalui website dan media
sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

c. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

d. Menyimpan dan mengelola dokumen hukum secara digital
dan/atau secara fisik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Website dan Media
Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang wajib berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO

Salinan sesuai dengan aslinya
.. SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
W KKABUPATEN BATANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partjgmasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/jateng/batang/



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

JABATAN DALAM
NO NAMA/NIP JABATAN DALAM DINAS
TIM
i Murtadho Sekretaris Penanggung
" | NIP. 196901281989061001 KPU Kabupaten Batang Jawab
Kepala Subbagian Teknis
5 Mubaidin Penyelenggaraan Pemilu, Koordinator
" | NIP. 197805252009101001 Partisipasi dan Hubungan Pengelola
Masyarakat
: Nanda Rofig Kurniawan Penyusun Materi Hukum | Pengelola Media
" | NIP. 199407042020121012 | dan Perundang-Undangan Sosial
Chandra Handaru Baskara | Penyusun Materi Hukum
4. Pengelola Website
NIP. 199903112025061010 | dan Perundang-Undangan
’ Kana Akhsinawati Penyusun Materi Hukum | Pengelola Media
" | NIP. 197610032025211003 | dan Perundang-Undangan Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
__-—=KABUPATEN BATANG
S Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
piStpasi dan Hubungan Masyarakat,

1\

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO
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